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ARTIKEL UTAMA

YULIANTO SYAHYU, SH, MH

ERTUMBUHAN INVESTASI ASING

DI KEPULAUAN BATAM:
. ANTARA DUALISME KEPEMIMPINAN DAN
KETIDAKPASTIAN HUKUM

Weere many factors which influence the climate of invest-
st such as tax system, security warrant, conducive la-
sur condition, and good corporate governance, as well as
= assurance of law enforcement. For Indonesia, the entry
foreign investment may lead to economy development,
ssnsfer of technology, broadening of knowhouw, improve-
of skills and expertises of human resources.

stam has been formed as one of prime territory of Indo-
ssia for attracting foreign investors through a given spe-
! facilities to be an area of industry, trade, transit of
wios, and tourism. To date there are two Agents which
ve authority to regulate business matters as Government
fy and Batam Authority. The problem is those dual au-
orities may cause to the emergence of uncertainty in law
sich in turn will affect to foreign investors on there.

Banyak faktor yang mempengaruhi iklim investasi, seperti
sistem perpajakan, jaminan keamanan, kondisi perburuhan
yang kondusif, dan kinerja pemerintahan yang bersih, serta
adanya kepastian hukum. Bagi Indonesia, masuknya investasi
asing diharapkan dapat membantu perkembangan perekono-
mian, alih teknologi, perluasan pengetahuan, peningkatan
ketrampilan, dan keahlian tenaga-tenaga SDM.

Batam telah menjadi salah satu kawasan yang merupakan
primadona Indonesia untuk menarik investor asing, melalui
pemberian fasilitas khusus sehingga menjadi kawasan in-
dustri, perdagangan, alih kapal dan pariwisata. Saat ini ada 2
(dua) badan/lembaga yang memiliki kewenangan mengatur
bisnis yaitu Pemerintah Kota Batam dan Otorita Batam. Masa-
lahnya dualisme kekuasaan ini dapat menimbulkan ketidak-
pastian hukum yang pasti pada gilirannya akan berdampak
pada investor asing di sana.

Pendahuluan

esia saat ini membutuhkan dana/modal yang
untuk membangun negara yang porak poranda
krisis ekonomi. Namun pada saat yang sama
m investasi di Indonesia dinilai semakin memburuk.
‘ni ditandai oleh keengganan negara-negara asing
melakukan investasi di Indonesia. Bahkan ada
mderungan para investor asing yang sudah me-
kan investasi sejak lama di Indonesia, melihat
slembangan situasi saat ini yang tidak kondusif,
ya meninggalkan Indonesia dan memindahkan
sstasi mereka ke negara lain seperti ke Vietnam,
dan Thailand.!

lotif terpenting negara-negara berkembang me-
*k masuknya modal asing adalah keinginan untuk
mperkuat ekonomi nasional. Bagi Indonesia sendiri,
estasi asing diharapkan dapat membantu untuk
judkan potensi ekonomi yang ada seperti keka-
2 alam dan melimpahnya tenaga kerja menjadi ke-
wian ekonomi yang nyata; melalui penanaman mo-
' asing diharapkan perekonomian dapat berkem-
nz, sekaligus dengan pengalihan teknologi, per-
wsan pengetahuan, peningkatan keterampilan dan

keahlian tenaga-tenaga nasional.2

Jaminan investasi di Indonesia dinilai semakin
memburuk karena rendahnya daya saing yang dise-
babkan oleh masalah-masalah insentif pajak, masalah
perburuhan, pelayanan birokrasi. Di samping itu juga
masalah sosial politik dan keamanan yang kurang
kondusif untuk berinvestasi. Penegakan hukum yang
belum menjamin terwujudnya kepastian hukum, serta
semakin menurunnya kepercayaan rakyat kepada
pemerintah menjadi sebab terhambatnya investasi
asing masuk ke Indonesia.’

Untuk menanamkan modalnya di Indonesia, para
investor membutuhkan jaminan kepastian hukum
dalam berusaha. Oleh karena itu sudah seharusnya
pemerintah memperhatikan aturan-aturan yang ber-
kaitan dengan penanaman modal asing terutama yang
berhubungan dengan perlindungan terhadap investor
asing dalam bisnis dan bagaimana memperlakukan
mereka secara adil sesuai azas-azas hukum inter-
nasional.

Sampai saat ini Indonesia masih memberlakukan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 sebagaimana
yang telah diubah dengan Undang-undang Nomeor If
Tahun 1970 untuk penanaman modal asing, padabsl
banyak hal yang perlu disesuaikan dengan ket
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dan tuntutan perkembangan ekonomi global dan ke-
pentingan dalam negeri sendiri. Sementara itu, jika ada
kebijakan yang akan diambil diatur dengan Peraturan
Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Keputusan Men-
teri, sehingga tidak jarang peraturan-pertaturan ter-
sebut bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan di atasnya seperti Undang-undang Nomor
1 Tahun 1967. Hal ini merupakan salah satu sebab tim-
bulnya ketidakpastian hukum dalam berinvestasi di
Indonesia.

Pertumbuhan investasi di Indonesia, baik PMA
maupun PMDN yang disetujui BPKM, terus menurun,
jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun
2001. Pada triwulan ketiga 2002, nilai kumulatif per-
setujuan PMA dan PMDN untuk periode Januari-
Agustus turun masing-masing sebesar 38,5% dan
66,9%. Nilai kumulatif PMA dan PMDN periode Juli-
Agustus 2002 juga turun dibandingkan dengan periode
yang sama tahun 2001; perolehan nilai investasi dalam
periode yang sama tahun 29,3 untuk PMA sedangkan
PMDN turun 46,5%.*

Masuknya modal asing dalam perekonomian In-
donesia merupakan tuntutan keadaan baik ekonomi
maupun politik Indonesia. Alternatif penghimpunan
dana pembangunan perekonomian Indonesia melalui
investasi modal secara langsung sangat baik diban-
dingkan dengan penarikan dana internasional lainnya
seperti pinjaman luar negeri. Pemasukan dana inter-
nasional melalui investasi tersebut tidak banyak me-
ngandung risiko seperti fluktuasi nilai tukar uang (ter-
utama terhadap dolar Amerika) yang menyebabkan
membengkaknya baik utang pokok maupun bunga,
serta tidak mengurangnya kekayaan devisa Indonesia.’®

Batam merupakan salah satu kawasan andalan In-
donesia untuk menarik investor asing. Oleh karena itu
pemerintah telah memberikan fasilitas yang khusus
terhadap kepulauan Batam sehingga menjadi kawasan
industri, perdagangan, alih kapal, dan pariwisata.
Selain itu, berkat letaknya vang strategis bertetangga
dengan Singapura dan Malaysia, dalam angka waktu
30 tahun Batam menjadi pulau industri yang ter-
kemuka di tanah air. Walaupun secara nasional Indo-
nesia mengalami penurunan daya saing investasi dari
tahun ke tahun, investasi di Kepulauan Batam selalu
meningkat dari tahun ke tahun secara signifikan.

Peningkatan investasi, terutama investasi asing
tentu membutuhkan jaminan dan kepastian hukum.
Melakukan investasi di wilayah Batam, ternyata me-
nimbulkan masalah tersendiri yang harus diselesaikan
oleh pemerintah yaitu masalah dualisme kepemim-
pinan di Kepulauan Batam yaitu antara pemerintahan
Kota Batam dan kewenangan Badan Otorita Batam,
yang akhirnya akan menimbulkan ketidakpastian
hukum dalam berinvestasi di Kepulauan Batam.

Untuk itu dibutuhkan pemikiran yang konstruktif

guna mencari solusi terbaik khususnya dalam bidas
administrasi pemerintahan dan penegakan hukus
yang berimplikasi pada upaya meningkatkan min
asing untuk melakukan investasi usaha di Indoness

Arti Penting Investasi Asing bagi
Pembangunan Ekonomi

Peningkatan penanaman modal asing di Kepulaus
Batam, sebagai salah satu kawasan yang menjadi
dalan Indonesia untuk menarik investasi, terutam
investasi asing, tidak hanya untuk kepentingan Batas
dan masyarakatnya sendiri, akan tetapi juga mes
berikan arti penting bagi pembangunan ekonos
nasional, terutama untuk menciptakan kesempa
kerja, meraih teknologi, dan memperoleh pertumbuli
ekonomi.
Menurut para ahli ekonomi, berbagai kesuls
yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dak
penyelenggaraan pembangunan ekonomi, bagaiid
lingkaran kemiskinan yang tak berujung pangkal |
cious circle of poverty).®
Hal ini disebabkan oleh:
“Kekurangan serta keterbatasan yang amat pas
dalam pendapatan, modal dan keterampilan. K&
rangan modal untuk investasi disebabkan olef !
bungan masyarakat yang rendah. Pendapatan ya
rendah merupakan cermin dari produktivitas ¥
rendah terutama adalah akibat kurangnya keters
pilan dan modal. Kurangnya modal untuk invess
menyebabkan sulitnya usaha pertumbuhan =4
nomi. Keterbatasan investasi juga dipengaruhis
kurangnya perangsang investasi dalam bess
kurangnya permintaan efektif atau daya beli®
dah. Dan ini disebabkan karena rendahnya g
dapatan”.”
Oleh sebab itulah pada umumnya para ahli &
nomi memberikan pengertian pembangunan ekon
tersebut sebagai: ‘
“Suatu proses yang menyebabkan pendapatan
kapita penduduk suatu masyarakat mening
dalam jangka panjang”.®
Untuk dapat meningkatkan pendapatan per kz
dalam arti peningkatan kegiatan ekonomi dan ta
sejahteraan masyarakat melalui serangkaian pze
yang berlangsung terus menerus dalam jangka p&
jang, tentu dibutuhkan sumber pembiayaan dan s
ber daya yang besar, baik untuk keperluan menasms
peralatan modal maupun untuk meningkatkan &
rampilan.
Persoalan utamanya justru terletak pada sus :
pembiayaan, sebab pemupukan modal di negara &
kembang sangat tergantung pada tabungan dai
negeri. Sementara itu, tabungan masyarakat itu rems
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ibkan oleh pendapatan yang rendah. Hal ini
; cerminan rendahnya produktivitas sebagai
‘ kekurangan modal dan kekurangan keteram-

5 karena itulah negara-negara berkembang
‘membutuhkan keberadaan dan partisipasi mo-
w2 di negaranya. Bagaimanapun potensi-potensi
“ayaan dan daya yang diperlukan dalam suatu
“ngunan ekonomi dimiliki oleh modal asing.
in memanfaatkan modal asing secara optimal
“apat dipetik manfaat maksimal, sehingga pada
smya mereka mampu melakukan pemupukan
#. memiliki peralatan modal dan ketrampilan
mandiri.

tmgan demikian arti modal asing bagi pem-
ekonomi negara-negara berkembang, ter-
Indonesia, pada dasarnya adalah untuk me-
iatkan perekonomian nasional dan modernisasi
#r ekonomi nasional. Dengan kata lain, untuk
sptakan kesempatan kerja, meraih teknologi, dan
Wpercepat pertumbuhan ekonomi. Namun inves-
1g menanamkan modal di negara berkembang
 umumnya menuntut kesiapan

ARTIKEL UTAMA
ETT———

ngaturnya, lan Brownlic menyatakan bahwa:’

“International relation as in other social relations, the

invation of the legal interest of one subject of the law by

another legal person creates responsibility in various from
determinated by particular legal system”.

Selanjutnya ia menambahkan bahwa “.....Interna-
tional responsibility is commonly considered in relation to
states as the normal subjects of the law”."

Dengan demikian, pengaturan hubungan inter-
nasional melalui kaidah hukum internasional akan
memberikan kepastian hukum melalui penerapan prin-
sip tanggung jawab negara terhadap apa-apa yang
harus dipertanggungjawabkannya berkenaan dengan
hubungan internasional tersebut. Selanjutnya dengan
kepastian hukum itu diharapkan adanya ketertiban
dan ketentraman.

Berkaitan dengan tanggung jawab negara, hukum
internasional telah mengatur melalui prinsip-prinsip
hukum internasional yang timbul dari praktik per-
adilan internasional atau nasional para hakim terutama
dalam memutuskan perkara seperti apa yang dike-
mukakan oleh Hakim Huber, bahwa “...responsibility
is the necessary corollary of right. All

= tersebut dari aspek keamanan
“tepastian hukum dalam ber-
stasi. Oleh karena itu, diperlukan
== hukum dan ekonomi yang
adai untuk menarik modal
2= masuk ke Indonesia.

Aspek fairness merupakan
hal yang diperlukan untuk
memelihara mekanisme pasar
dan mencegah birokrasi
yang berlebihan.

right of an international character involve
international responsibility” ™
Pernyataan lebih tegas lagi adalah
putusan Mahkamah Internasional
Permanen dalam Chorzow Factory
Case yaitu bahwa “.....it is principle of

“amun, di samping arti penting
ssiasi asing bagi Indonesia ada beberapa hal yang
# diperhatikan, antara lain permasalahan seputar
r an modal asing pada dasarnya merupakan
i satu bagian dari hubungan internasional. Perlu
=ahui bahwa masyarakat internasional berkem-
= sesuai dengan perkembangan hubungan interna-
mal yang mengakibatkan berkembangnya pula
! masyarakat internasional, dengan ditandai
skembangan subjek hukum internasional. Namun
ikian, peran utama hubungan (ekonomi) masya-
\at internasional dalam kerangka hukum inter-
ssional tersebut, masih berada pada negara. Hal itu
madi karena individu sebagai salah satu subjek
! internasional dalam kegiatan hubungan (eko-
smi) internasional tidak selalu diatur oleh hukum
“ionomi) internasional (ifsojure) sebagai subjek hukum
wernasional. Pada kenyatannya banyak hubungan
skonomi) internasional yang dilakukan individu
“bagai pribadi maupun sebagai kelompok yang
embentuk usaha seperti perusahaan multinasional
n sebagainya.
Untuk menjamin kelancaran dan ketertiban hu-
sungan internasional baik yang dilakukan antara indi-
idu maupun antara negara yang berdaulat diperlukan
=tentuan hukum (ekonomi) internasional yang me-

international law an even general con-
ception of law, that any breach of an engagement involve an
obligation to make reparation.”'

Jadi, secara yuridis tanggung jawab internasional
sebuah negara telah diatur oleh prinsip-prinsip hukum
internasional. Persoalan yang tidak kalah pentingnya
sehubungan dengan masalah tanggung jawab negara,
selain jenis perbuatan apa saja yang dapat dipertang-
gungjawabkan, juga perbuatan siapa saja yang dapat
dipertanggungjawabkan oleh negara.

Pertumbuhan Investasi Asing di Kepulauan
Batam: antara Dualisme Kepemimpinan
dan Ketidakpastian Hukum

A. Pertumbuahan Investasi Asing di Kepulau-
an Batam

Menurunnya minat investor menanamkan modalnva
di Indonesia tahun-tahun terakhir ini telah semakin di-
rasakan efek negatifnya bagi pertumbuhan ekonoms
nasional. Semakin tingginya angka pengangguran dari
tahun ke tahun menambah beban negara yang harus
dipikirkan secara serius oleh pengambil kebijakan d:
republik ini. Salah satu terobosan yang dilakukan, pe-
merintah telah menetapkan tahun ini sebagai tahun

¥ i
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investasi yang dicanangkan pada tanggal 27 Februari
yang lalu. Banyak pihak yang pesimis atas langkah
yang ditempuh pemerintah tersebut, terutama ka-
langan pengusaha, karena dianggap tidak menyentuh
akar permasalahan, sebagaimana yang telah dipapar-
kan di atas.

Di tengah menurunnya investasi asing masuk ke
Indonesia, Pulau Batam tetap kasus khusus. Sejak di-
buka menjadi sebuah kawasan industri pada tahun
1971, pulau yang menjadi bagian dari Provinsi Riau
ini teryata tetap menyimpan daya tarik.

Berkat letaknya yang strategis bertetangga dengan
Singapura dan Malaysia, Batam yang dulunya hanya
sebuah kawasan hutan belantara seluas 415 kilometer
persegi yang didiami oleh sekitar 7.000 penduduk da-
lam tempo 30 tahun menjadi pulau industri yang ter-
muka di Tanah Air. Keinginan menjadi Batam sebagai
sebuah kawasan perdagangan, tempat transit (alih
kapal), industri, dan pariwisata tampaknya tak sia-sia.
Itu dibuktikan dengan bertambahnya investasi dari
tahun ke tahun di pulau ini secara singnifikan.”

Di bawah kendali Otorita Batam (OB) dalam pe-
ngembangan kawasan industri, perdagangan, alih
kapal, dan pariwisata, sudah ada 34 negara yang me-
nanamkan investasinya di Batam. Sebagian besar atau
70% investasi berasal dari Singapura, baik investasi
langsung maupun joint ventures. Kemudian menyusul
Korea Selatan. Malysia, Jepang, dan Australia.™*

Data OB menunjukkarn, tahun 1990, misalnya, total
investasi asing yang masuk sebesar 684 juta dolar AS,
delapan tahun kemudian bertambah menjadi 2,35

miliar dolar AS (1998
ngan 338 perusahan. T
1999 naik lagi menjadi 2
miliar dolar AS dengan
perusahan. Kemudian, &
2000 bertambah lagi mem
2,82 miliar dolar AS dem
470 perusahaan. Naik
menjadi 3,4 milyar dollas
dengan 530 perusahaan g
tahun 2001. Total kesulum
aninvestasi di Batam sefw
8,8 miliar dolar AS, dia
nya investasi pemerintal
besar 2,1 miliar dolar AS.
perusahan swasta nasi

3,3 miliar dolar AS, sisas
adalah modal asing.’®

Bahkan, dari Januaris
pai Mei 2002, jumlah ims
tasi yang masuk ke Pul
Batam bertambah lag:
Proyek Penanaman Ma
Asing (PMA), dengan 7
lah investasi 51.648.703 dolar AS. Pada periode tas
sebelumnya ada tambahan 29 proyek.'

Sementara inventasi asing yang masuk ke Indes
sia, sejak tahun 1997 sampai tahun 2001, mengz
penurunan Data di Badan Koordinasi Penanaman!
dal (BKPM). Total investasi asing 33,8 miliar dolar
(1997) dengan 783 proyek naik lagi menjadi 13,5 m:
dolar AS (1998) dengan 1.034 proyek, 10,9 miliar d
AS (1999) dengan 1,174 proyek. Kemudian naik &
menjadi 15,4 miliar dolar AS (2000), dengan 1.5
proyek, dan turun lagi menjadi 9 miliar dolar AS (2
dengan 1.317 proyek.”

Pertumbuhan investasi di Batam telah meny
bang Pajak Penghasilan (PPh) melalui badan dan g
orangan sebesar Rp 769 miliar (1998), Rp 877 ]
(1999), Rp 900 miliar (2000), dan Rp 1,1 triliun (20
Sementara penghasilan yang bisa ditarik Pemering
Kota Batam sebesar Rp 34 miliar (1998), Rp 47 mil
(1999), 70 miliar (2000), dan Rp 90 miliar (2001).

REPRO

B. Dualisme Kepemimpinan dan Ketidakpastia
Hukum
Tentu saja percepatan pembangunan ekonomi itu dag
dicapai melalui sebuah proses panjang. Dalam sejazs
perjalanannya, Pulau Batam yang dibangun melaluig
nahapan-penahapan mulai membuat aturan-atuss
hukumnya, mulai dari periode persiapan pembangus
an, orientasi dan konsilidasi, sampai pengelolaan pems
bangunan fisiknya. ‘

Pembangunan Pulau Batam dimulai dengan Kepu:
tusan Presiden (Keppres) Nomor 74 Tahun 1971 tentamy
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Pembangunan Pulau Batam. Setelah
dikeluarkan lagi Keppres Nomor 41
wmiang Pulau Batam dijadikan sebagai dae-
. Dikeluarkan lagi Keppres Nomor 33 Ta-
“iang penunjukan dan penetapan beberapa
"2 bonded warehouse di Pulau Batam.™
W& tahun 1977, keluar Surat Keputusan
Negeri Nomor 43 Tahun 1977 berisi
renangan kepada Otorita pembangunan
wn industri Pulau Batam. Tahun 1978, se-
i Batamn dijadikan kawasan bonded warehouse
wres Nomor 41 Tahun 1978.2
un. pemerintah mengeluarkan Peraturan
jomor 34 Tahun 1983 yang menjadikan
wzai kota administratif. Dikeluarkan kagi
smor 7 Tahun 1984 tentang hubungan kerja
% Batam dengan OB. Pada tahun yang sama
Keppres Nomor 56 Tahun 1984 tentang
wn wilayah lingkungan kerja daerah industri
Wpan sebagai wilayah bonded warehouse. Se-
Sbuat lagi Keppres Nomor 28 Tahun 1992
setapkan Pulau Batam sebagai kawasan

i

kemudian, pemerintah melalui Surat Kepu-
wa Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/
memberikan kewenangan kepada OB untuk

'z dan pengurus tanah di daerah industri Pu-
pang dan Pulau Galang. Terakhir, pemerintah
skan Undang-Undang (UU) Nomor 53 Tahun
Miang pembentukan Kabupaten Pelawan, Rokan
Lo Hilir, Siak, Karimun, Natuna, Kuantan
= dan Kota Batam, yang menetapkan Batam se-
2 otonom bersama beberapa daerah lainnya.”
= kronologis di atas, gejala-gejala “Age Of Plan-

n ekonomi terarah (Verwaltungswirtschaft) me-
sangat jelas terlihat dalam bidang penanaman
i Dleh karena itu, di dalam bidang ini dapat pula
pergeseran dan perubahan dari lembaga-
W=a, vang abad ke 19 dianggap termasuk bidang
‘a2 semata-mata, mengarah dan makin lama
memasuki bidang hukum tata usaha negara
e recht). >

&5 demikian ada yang perlu dipahami bah-
¢ “alam melakukan penanaman modalnya
& prospek bisnis yang dijamin oleh ke-
=, sehingga regulasi dan diskresi yang
"oleh pemerintah hendaknya memperhati-

» aspek perlindungan dunia usaha di samping me-
wungi kepentingan nasional. Berperannya hukum
\am pembangunan ditentukan oleh sedikitnya lima
walitas, yaitu stability, predictability, fairness, education,
W kemampuan profesi hukum.*

Stability dan predictability merupakan prasyarat ber-
sgsinya sistem ekonomi. Adanya stabilitas juga ber-
¢t hukum berpotensi untuk menjaga keseimbangan
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dan mengakomodasi kepentingan yang saling ber-
saing. Predictability sangat diperlukan oleh negara-
negara yang masyarakatnya baru memasuki hubungan-
hubungan ekonomi melampui hubungan sosial dan
tradisional mereka. Aspek fairness seperti persamaan
di depan hukum atau standar sikap pemerintah me-
rupakan hal yang diperlukan untuk memelihara me-
kanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berle-
bihan.

Apa yang dicapai Batam tentu tidak dapat dile-
paskan dari adanya kepastian hukum dalam pengelo-
laan Batam. Namun, setelah Batam berkembang
menjadi sebuah kota otonom dengan dikeluarkannya
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pe-
merintahan Daerah, banyak hal yang tersisa, yang
patut dan mendesak segera diselesaikan oleh peme-
rintah. Apalagi dalam UU Nomor 53 Tahun 1999, ada
amanah yang harus segera diselesaikan, yaitu mem-
buat Peraturan Pemerintah (PP) tentang hubungan
kerja antara Pemerintah Kota (Pemkot) Batam dengan
OB dalam tempo 12 bulan.

Sayangnya, hingga kini, PP yang harus diselesaikan
setahun setelah UU Nomor 53 Tahun 1999 belum disah-
kan. Dualisme kepemimpinan di Pulau Batam seperti-
nya dibiarkan terus berlarut-larut. Tidak diketahui se-
cara jelas, mengapa pemerintah begitu lama menge-
sahkan PP tentang hubungan antara Pemkot dan OB.
Tidak jarang antara Pemkot dan OB harus “perang”
opini melalui media untuk menarik investasi dari luar.
Dengan demikian, sulit dibedakan atau tak tahu lagi
mana yang merupakan hak dan kewenangan antara
Pemkot dan OB. Jika Batam hendak diletakkan sebagai
etalase ekonomi nasional, hal-hal seperti itu harus
dibereskan.

Penutup

Kesimpulan

1. Masuknya modal asing ke Indonesia yang me-
rupakan tuntutan keadaan, sebagai alternatif peng-
himpunan dana pembangunan perekonomian In-
donesia melalui investasi secara langsung adalah
sangat baik dibandingkan dengan penarikan dana
Internasional lain seperti pinjaman luar negeri,
karena investasi tidak banyak mengandung risiko
seperti fluktuasi nilai tukar vang (terutama tex-
hadap dolar Amerika) yang menyebabkan mem-
bengkaknya utang pokok maupun bunga serta ti-
dak mengurangi kekayaan devisa Indonesia.

2. Di tengah lesunya investasi asing masuk ke Indo-
nesia, di Kepulauan Batam selalu terjadi pening-
katan pertumbuhan investor asing dari tahun ke
tahun. Akan tetapi di sisi lain di Kepulauan Batam
telah terjadi dualisme kepemimpinan antara peme-
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rintah Kota Batam dan Badan Otorita Batam yang
dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam
berinvestasi.

3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 meng-

amanatkan untuk membuat Peraturan Pemerintah
tentang hubungan kerja antara Pemerintah Kota
Batam dengan Otorita Batam dalam tempo 12 bulan,
namun hingga kini Peraturan Pemerintah yang
dimaksud belum disahkan sehingga belum ada
peraturan yang mengatur hubungan kerja antara
Pemerintah Kota Batam dan Otorita Batam. Seper-
tinya dualisme kepemimpinan di Batam dibiarkan
berlarut.

Saran-saran

1. Mengingat Indonesia membutuhkan dana/modal
yang besar untuk pembangunan negara, perlu kira-
nya diciptakan iklim investasi yang kondusif bagi
para investor terutama investor asing. Hal ini dapat
dilakukan dengan mencari dan membangun format
baru sistem hukum investasi di Indonesia. Terutama
upaya penegakan hukumnya untuk memberikan
jaminan dan kepastian hukum berusaha dan ber-
investasi di Indonesia, khususnya Batam.

2. Perlu diterbitkan Peraturan Pemerintah yang me-
ngatur hubungan kerja antara Pemerintah Kota
Batam dan Otorita Batam sebagai pelaksanaan
Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, untuk
menghindari terjadinya dualisme kepemimpinan di
Kepulauan Batam. Sehingga memberikan kepastian
hukum bagi para investor berusaha di Kepulauan
Batam.®
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